
Pembangunan Dcsa di Kabuparcn C>"obogcu-: 

Rencana Pembangunan ,Jc=tngkd ~1cTc:ngah Desa, RcT.c ,n12 

Kerja Pemerintah De sa d011 Pcl;:1k:3c1naan Kcgi~uan 

c. bahwa berdasarkan r:,ertinbangcin scbagc1imana dimaksud 

dalam huruf a dan huru1 h. pnl1~1 rncnr:""'tc1pkan Pcr;11uran 

Bupati tentang Perubahan Alas l)crc11.urar Bupati Grob1:gan 

Nomor 18 Tahun 2015 ten t.ang P;·11• n,_: '...1 k Tc knis Pe nvu , L r.a n 

\ 

I 
I 
I 

i 

a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Pe r at ur a n M:::nteri Dalam Ncgeri 

Nomor 20 Tahun 2018 ten a ng Pcngc lolaa n Ke ua nua n Dcsc:1, 

terdapat beberapa ke terituan clc1Lnn P~Tc:Furan Melllcr1 :)Jlarn 

Negeri Nomor ·114 Tah un .}U i -l LcnLang Pcc:0111cn~ 

Pembangunan Dcsa yang clic;1lH:t cL1:1 d i nva ta k a u .ir i a k 

berlaku; 

b. bahwa sehubungan dengan L1.·\r1h cl1c.:1hutnya bcbc:·dpc:1 

ketentuan dalam Peraturan Mcntcr i Dulan: Negeri Nornor l 14 

Tahun 2014 tentang Pcdorna n Pc T1b0.ng-unan Dc sa rn:1kc..:i 

Peraturan Bupati Groboga n Nern·): l S 'I\:i h u n 201 :> tc.·c ;_me 

Petunjuk Teknis Pe nyu su na n F\_T,".::~: l\.T.:1bc1r1gunan .J.:·igk::1 

Menengah Desa, Rcncana l<cr1;-1 l'c:::1c=·:-int:.:1h Dc~;i (L11' 

Pelaksanaan Kegiatan Pcrnbang.mar Desa di Kabupa.c n 

Grobogan perlu disesuaikan, 

Menimbang 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Tv11\H;\ ESA 

PERUBAHAN ATAS PERA TU RAN BUPATI GROBOC1r\N '.\Oi\10R 18 TAHU N 20 15 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RE'."JC:-\ "~:\ PErvE3.,\NCUNAN JAi\GK/\ 

MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMEl~INT:\H DCS.i\ 0/\i\1 PELAKS/'\N:\i\N 

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOCAN 

NOMOR .3 TAHUN 2019 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 



1. Pasal 18 ayat (6) Urida ng-Urida ng Dasar Negara Re::rnblik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik · Indonesia Tahun 2004 N omor 104, Tam bah an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Norn or 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-unciangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tarnbahan Lembarar Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa ka li terakhir 

dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) scbagaimaria te la h ciiubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Perner intah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa {Lcrnbar an Negara Rcpuhlik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

Mengingat 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nornor 18 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah 

Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaa n Kegiatan Pembangunan 

Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kab up.n.c n Grobogan Tahun 2015 

Nemer 18) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANCr PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GROBOGAN NOMOR 18 T/\HUN 2015 TENTANC1 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN R~NCANA PEMBANGU~A~ 

JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DI 

KABUPATEN GROBOGAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keungan Dc sa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

tentang Kewenangan Desa (Bcr itu Ncgc1ra Republik Indonesia 

Tahun 2014 ten tang Dana De sa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tetang Pedoman Pembangunan De sa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun ·2016 

' I 1. 
i ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggara n Peridapatan d an Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nornor 168, Tambahan Lembaran \Jegara Pepublik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah cliubah bcbe ra pa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 ten tang 

Perubahan Kedua Atas ?eraturan Pemcrintah Nomor 60 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam L1ndang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerin tah Prov in si .Jawa Tengah. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pcrncr inta han yang mcnjadi 

kewenangan Daerah. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas wilavah vanj; 

berwenang untuk mengatur . dan mengurus urusan pernerintahan, 

kepentingan masyarakat se ternpat be rd a sa r ka n prakar sa rnasyaraka t , hak 

asal usul, dan/ a tau hak tradisional :'ang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang climiliki Desa melip.rt i 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kcrna syar aka t an Desa, dan Pcmbe r davaar. 

Masyarakat Desa berdasarkan prakar sa rriasyaruk at , hak asal usul dan adat 

istiadat Desa. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u sa n oernerin tahan dan 

kepentingan masyarakat setempat da larn si st.cm pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

. 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu pcrangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerin tahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdas'l.rkan ke terwak ilan wilavah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

Pasal 1 

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga ber bunyi sebagai berikut : 



s 

pengetahuan, sikap, keterampilan, per ilak u, kcmampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya rnelalui pe nc ta pan ke bijaka n , prcgram, 

kegiatan, dan pendampingan yang se sua: dcngan e se n si m a s a la h dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data 

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai 

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap korid isi 

serta dinamika masyarakat Desa. 

20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh rncngc na: potensi yang meliputi 

sumber daya alam, sumber daya manusia. surnbcr dana, kelembagaan, 

sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengctahuan dan 

teknologi, serta permasalahan yang dihadapi de sa. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

~fJ,M Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 

waktu 6 {enam) tahun. 
~ • • 'i, 

masyarakat 

upaya mengembangkan 

dengan meningka.tkan 

adalah Masyarakat Desa 

dan kesejahteraan kemandirian 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya desa dalam rangka mencapai t uj ua n pcmbangunan desa. 

17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 

di desa clan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa 

dengan mengedepankan · kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 

keadilan sosial. 

18. Pemberdayaan 

12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah 

antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur rna sya rak at yang diselenggarakan 

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut 

Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan ole h Pemerintah Desa untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, d a n kebutuhan Pembangunan 

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swad aya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan pcr undarig undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat De sa 

16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJ M Desa, 

perubahan RPJM Desa dan format adrninist r asinya secara lengkap re rca n tum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian ticlak t e rpi sa h ka n dari Pcr aruran 

Bupati ini. 

Pasal 7 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebaga: ber ik ut : 

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjut nva dis ingka t RKP Desa adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka wa kt u l (satu) tahun. 

23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RRJM Desa yang menjadi 

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu] tahun yang akan 

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui me ka nis rne 

perencanaan pembangunan Daerah. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjut nya discbut APB De sa 

adalah rencana keuangan tahunan Perne r in t a h a n Dc sa 

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediak an, 

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalarn APB Desa. 

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya di sirigcat 

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran 

yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah d it et apk an dalam Pe r uba r.a n 

APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Dc sa 

27. Dana Desa adalah dana yang ber s u m bcr dari anggaran perid a pa ta n dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera: dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberclayaan masyarakat Dcsa 

28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah d a n a 

perimbangan yang diterima Daerah dalam /\nggaran Pe nd a pa t ar. da r. 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana A'okas: ;(husus. 

29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut clengan nama lain ada lal: 

lembaga yang dibentuk oleh ma syara ka t se s ua i clcngan ke bu tu hen, clan 

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam mem bcrdayakan masva ra k a . 



rangka 

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kcgiat a n pembangunan De sa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalu: 2 (dua) t a ha pa n 

yaitu : 

a. tahapan persiapan; dan 

b. tahapan pelaksanaan. 

(2) Tahapan pesiapan pelaksanaan kegiatan pcrnbnngurian Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, rneliputi : 

a. penetapan pelaksana kegiatan anggaran; 

b. penyusunan rencana kerja kegiatan; 

c. sosialisasi kegiatan; 

d. pembekalan pelaksana kegiatan; 

e. penyiapan dokumen administrasi; 

f. pengadaan tenaga kerja; dan 

g. pengadaan bahan/ material. 

(3) Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf b, meliputi : 

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan: 

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; 

c. perubahan pelaksanaan kegiatan; 

d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian m a sa la h ; 

e. penyusunan laporan hasil pcla ksanaar; kegiatan; 

f. musyawarah pelaksanaan kegia tan Desa dalam 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan 

g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. 

Pasal 19 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut: 

Ketentuan lebih lanjut mengeriai petunjuk te k nis pcnyusurian RKP Desa, 

perubahan RKP Desa dan format administrasinya secara lengkap tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpis.ahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 15 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai be r.k ur : 
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• . ... It 
v. ...... ,/ .'! 

'\;:~ ,'-, ~ / 
'~OBO?~; 

... ·_:::,.-BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TA HUN 2019 NOMOI~ 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 

SRI SUMARNI 

BUPATl GROBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 7 Februari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal I! 

Petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan format 
administrasinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut: 
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